
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR I TAHUN 2AL2

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUI(AN PERATURAN DAERAII
PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RA}IMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR SUN,IATERA UTARA,

: a. bahwa Peraturan Daerah merupakan peraturan
perundang-undangan di daerah yang dibentuk
dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan
tugas pembantuan, menampung kondisi khusus
daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. bahwa pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam huruf a harus daPat
dipertanggungiawabkan secara material dan
prosedural dengan memperhatikan aspirasi
masyarakat yang berkembang melalui proses politik
yang demokratis;

c. bahwa mekanisme pembentukan Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Utara yang berasal dari inisiatif
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Sumatera
Utara dan Gubernur Sumatera Utara perlu diatur
dalam peraturan daerah dan disesuaikan dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20lt tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan
Keputusan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah
Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2OIO
tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata
Cara Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Utara;

: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi
Sumatera Utara (t embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11O3);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa2ll;



3.
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AA4 Nomor I25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437\
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a$aal;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7251 ;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2AO9 tentang
Majelis Permusyawaratan Ralgrat, Dewan Perwakilan
Ralryat dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5Oa3);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2AO9 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 13O Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2077 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI1
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523al':'

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tah:un 1950 tentang
Pembentukan Daerah Propinsi {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59)

Peraturan Pemerintah Nomot 79 Ta}:lun 2OO5 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelengaraan Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OA7

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah
Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AO7 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OOT tentang
Organisasi Perangkat Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AO7 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a7a\;
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Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman PenSrusunan Peraturan Dewan Perwakiian
Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20 10 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 51Oa);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2AOT tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan ;

Peraturan Menteri Dalar,-r Negeri Nomor 53 Tahun
20ll tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera
Utara Yang Menjadi Kewenangannya {Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor
6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2AA8 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Utara (Lernbaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 7, Tambahan
lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2OOB Nomor 8, Tambahan
l,embaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8];

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Lembaga Teknis daerah Provinsi
Sumatera Utara {Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2AO9 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2OO9 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor
171;

Dengan Persetujuan Bersama

DEUTAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVTNSI SUMATERA UTARA

dan

GUBERNUR SUIT{ATERA UTARA

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA.
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KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kepala Daerah adalah Gubernur Provinsi Sumatera
Utara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya
disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Sumatera
Utara.

Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Sumatera
Utara.

Perangkat Daerah Provinsi adalah Unsur Pembantu
Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, Dinas Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badann Kantor,
Inspektorat, Rumah Sakit Daerah dan Satuan.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi
Sumatera Utara.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi
Sumatera Utara.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah
Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi
Sumatera Utara.

Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Utara.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan
kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas Daerah tertentu, yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang
pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10.

11.

12.

13.
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14. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang
pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur
sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi
vertikal di wilayah tertentu.

15. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah
kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa
untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai
pembiayaan, perlengkapan sarana dan prasarana
serta sumber daya manusia dengan kewajiban
melaporkan pelaksanaannya serta
mempertan ggungi awabkannya kepada yang
menugaskannya.

16. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut
Balegda adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang bersifat
tetap dan bertugas menjalankan fungsi legislasi dalam
menangani perencanaan, kajian dan evaluasi,
pembentukan serta pelaksanaan Peraturan Daerah;

17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.

18. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-
undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama
Gubernur Sumatera Utara.

L9. Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses
pembuatan Peraturan Daerah yang pada dasarnya
dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik
penJrusunan, perumusan, pembahasan,
penetapanf pengesahan dan penyebarluasan.

20. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut
Prolegda adalah instrumen perencanaan program
pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara
terarah, terencana, terpadu dan sistematis.

2I. Kabupaten dan Kota adalah Kabupaten dan Kota di
lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

22. Peraturan Gubernur adalah naskah dinas yang
berbentuk peraturan perundang-undangan yang
dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan
sifatnya mengatur.

23. Peranserta masyarakat adalah keterlibatan
masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah.

24. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau
pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya
terhadap suatu masalah tertentu yang dapat
dipertanggungiawabkan secara ilmiah mengenai
pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan
Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap
permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.


